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ABSTRAK 

 
 Kasus kematian anak yang diduga akibat gagal ginjal akut 

menjadi persitiwa luar biasa dalam dunia kesehatan di Indonesia pada 

pertengahan tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan zat 

kimia etilen glikol (EG) dan dietilen (DEG) dalam obat sirup penurun 

demam yang dikonsumsi oleh anak-anak. Berdasarkan data 

Kementerian Kesehatan setidaknya tercatat 326 anak dari 27 provinsi 

di Indonesia meninggal dengan gejala gagal ginjal akut. Peristiwa 

tersebut menyorot badan pengawas obat dan makanan yaitu BPOM. 

Rumusan maslah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi 

pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar 

Lampung? dan bagaimana implementasi pasal 39 Peraturan Nomor 21 

Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat 

dan Makanan di Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif Fiqh 

Siyasah? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana implementasi pasal 39 Peraturan Nomor 21  Tahun 2020 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana 

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi pasal 39 Peraturan 

Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Obat Dan Makanan di Kota Bandar Lampung. 

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Informan dalam penelitian ini adalah Ibu Sri Wulan Mega 

yang menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi 

BPOM Kota Bandar Lampung. Dalam menganalisis data penulis 

menggunakan metode deskriptif analisis. 

 Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan di Kota Bandar Lampug sudah terlaksana. Pengawasan yang 

dilakukan BPOM Kota Bandar Lampung terhadap peredaran obat 

sirup penyebab gagal ginjal akut mencangkup pengawasan produksi, 

distribusi dan konsumsi. Pengawasan post market merupakan 

pengawasan terhadap obat yang telah beredar di kalangan masyarakat. 

Secara praktik, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM kurang 

maksimal, sehingga masih banyak kekurangan baik pada tahap pre 

market maupun post market. Faktor yang menjadi alasan belum 

maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah 

kurangnya sumber daya manusia, fasilitas dan transportasi hal tersebut 
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dimanfatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga 

terdapat peredaran obat yang berbahaya bagi kesehatan yang beredar 

di kalangan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 80 

Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi 

dasar terbentuknya sebuah lembaga yang berperan mengawasi 

peredaran obat dan makanan yaitu BPOM. Untuk mencapai tujuan 

dari peraturan tersebut harus adanya timbal balik antara lembaga 

pemerintah dan warga masyarakat. Pengawasan post market 

merupakan pengawasan terhadap obat yang telah beredar di kalangan 

masyarakat. Secara praktik, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM 

kurang maksimal, sehingga masih banyak kekurangan baik pada tahap 

pre market maupun post market.  

Kata Kunci: Obat Sirup, Gagal Ginjal, BPOM 
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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” 
(Q.S Ali-Imran [3]: 104) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penulis membahas apa saja yang ada di dalam penulisan 

skripsi ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda atau 

bahkan salah dikalangan pembaca, maka dalam hal ini perlu 

adanya penjelasan dari penulis dengan memberikan inti sari dalam 

penulisan skripsi ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis 

Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 

Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (Studi Pada Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Kota Bandar Lampung)”. Adapun uraian dari istilah-

istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Analisis                                                                                                                   

Menurut kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah 

penguraian suatu pokok dari berbagai bagian, penelaahan dari 

bagian itu sendiri, dan juga hubungan antara bagian demi 

bagian itu sendiri, dan juga hubungan antara bagian demi 

mendapatkan pengertian atau maksud yang tepat dan 

pemahaman secara keseluruhan.
1
 

2. Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara 

spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan 

kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada 

khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan 

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau 

sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari 

berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

dijalankannya.
2
 

 

                                                           
1 Dedi Saputra, Analisis Semiotika Pada Film (CV. Haura Utama, 2022). 
2 Armedi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam 

Dan Pemikiran Politik Al Mawardi” 33, no. 1 (2022): 1–12. 
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3. Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 

terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan 

sebagai pelaksanaan atau penerapan.
3
 

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 

Tahun 2020 Pasal 39  

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, 

Prekursor, dan Zat Adiktif mempunyai tugas 

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, 

prekursor, dan zat adiktif.
4
 

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

Mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan 

terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, 

prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, 

kosmetik, dan pangan olahan.
5
 

Maka dari itu, penulis menegaskan terkait judul penelitian 

“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 39 Peraturan 

Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan” (Studi Pada Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Kota Bandar Lampung) yang dalam fokusnya 

mengenai implementasi atau penerapan atau disebut juga sebagai 

pelaksanaan dari undang-undang tersebut dan akan di analisis dari 

sudut pandang hukum islam yaitu fiqh siyasah yang pada ruang 

lingkupnya lebih mengacu pada fiqh siyasah tanfidziyah yakni 

membahas tentang pelaksanaan perundang-undangan negara. 

                                                           
3 M.Pd.; Viktory N.J. Rotty Muliadi Mokodompit.; Prof. Dr. Mozes M. 

Wullur, M.Pd.; Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, Implementasi Kebijakan Pendidikan 

Karakter, ed. Jeffry S.J. Lengkong (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023),  
4 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, “Peraturan Badan Pengawas Obat 

Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan,” 2020, 1–69. 
5 Mediana Lutfitasari, “Implementasi Peran BPOM Terkait Perlindungan 

Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin 

Di Pasar Tradisional Kota Semarang” 33, no. 1 (2022): 1–12. 
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B. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat 

ke-4 di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Dengan 

penduduk terpadat Indonesia juga rentan terkena berbagai macam 

penyakit, untuk itu Indonesia memiliki Badan Pengawas Obat dan 

Makanan untuk mengendalikan dan memantau pengawasan Obat 

dan Makanan. 

BPOM berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan “Badan Pengawas 

Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah 

lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan 

tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”.
6
 

Fungsi BPOM sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan “Tugas BPOM pengawasan yang 

terdiri atas obat, bahan obat-obatan, narkotika, psikotropika, zat 

adiktif, obat tradisional, kosmetik, dan pangan”. Maka berdasarkan 

peraturan tersebut terhadap peredaran obat berada dibawah 

kewenangan dan pengawasan BPOM.”
7
 

Penjualan obat sirup untuk anak-anak sudah ada sejak 

dahulu. Belakangan ini peredaran obat sirup ditarik oleh BPOM 

karena muncul kasus gagal ginjal akut pada anak. Provinsi 

Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia 

yang juga mengalami dampak atas terjadinya kasus gagal ginjal 

akut yang disebabkan oleh sirup. Berdasarkan data Kementerian 

Kesehatan pada tanggal 05 Februari 2023, kasus gagal ginjal akut 

tersebar di 27 provinsi di Indonesia dengan total 326 kasus. Untuk 

di Provinsi Lampung terdapat 3 laporan kasus gagal ginjal akut 

yakni pada bayi 3 bulan, bayi 11 bulan, dan bayi 13 bulan 

ketiganya dinyatakan meninggal dunia. 

                                                           
6 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, “Peraturan Badan Pengawas Obat 

Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.” 
7 Peraturan Presiden RI, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan,” Presiden Republik 

Indonesia, 2017, 1–24. 
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 Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat dituntut harus 

selektif dalam memilih obat yang mereka butuhkan. Selain dari 

kesadaran masyarakat, pemerintah selaku pelayan publik juga 

harus memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi 

masyarakatnya. Untuk menjamin keamanan setiap masyarakatnya 

secara khusus dalam peredaran obat dan makanan, pemerintah 

membentuk suatu badan pelayanan publik yakni Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa pelayanan informasi obat dan makanan, 

pelayanan perizinan edar hingga pengawasan peredaran obat dan 

makanan di lingkungan masyarakat.
8
 

Dalam kajian islam, kepemimpinan merupakan suatu 

amanah. Dimana diamanahkan untuk mengajak dan mengarahkan 

orang lain menuju pada perbuatan ma‟ruf yang telah disetujui 

bersama. Pemimpin harus memikirkan kepentingan luas, harus 

mengerjakan tugas yang diemban nya dengan baik agar tercapainya 

kesejahteraan bersama. Merujuk pada tugas yang telah di tetapkan, 

BPOM sebagai lembaga non pemerintahan yang bertugas 

melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan, pihaknya 

harus dapat memenuhi dan melaksanakan semua tugas yang telah 

diberikan agar tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. 

Pada kajian Fiqh Siyasah jelas dijabarkan bahwa seorang 

pemimpin harus memiliki sifat amanah (dapat dipercaya), tabligh 

(menyampaikan), fatanah (cerdas), shiddiq (jujur dan benar). 

Seorang pemimpin harus dapat menjaga amanah yang sudah 

dibebankan kepadanya, menyampaikan dan melaksanakan tugas 

tugasnya untuk kemakmuran rakyat, serta jujur dalam 

melaksanakan.
9
 Karena setiap dari apa yang kita pimpin akan 

dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah dan di hadapan 

manusia. Senada denga hadits Rasulullah yang berbunyi: 

                                                           
8 Arifa Zaura and Irwansyah Irwansyah, “Tinjauan Fiqh Siyasah: 

Pertanggungjawaban BPOM Terhadap Kasus Obat Yang Menyebabkan Gagal Ginjal 

Akut Pada Anak,” Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia 9, no. 1 (2023): 

265.   
9 Zaura and Irwansyah. 
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ثَ نَاّحَََّادُّبْنُّزَيْدٍّعَنّْأيَُّوبَّعَنّْناَفِعٍّعَنّْعَبْدِّاللَّوِّقاَلَّالنَّبُِِّّحَدّّ  عْمَانِّحَدَّ ثَ نَاّأبَوُّالن ُّ ََ
مَامُّراَعٍّوَىُوَّمَسْئُولٌّوَالرَّجُلُّراَعٍّ كُّلُّكُمّْراَعٍّوكَُلُّكُمّْمَسْئُولٌّفاَلِْْ ّصَلَّىّاللَّوُّعَلَيْوِّوَسَلَّمَ

ىّأىَْلِوِّوَىُوَّمَسْئُولٌّوَالْمَرْأةَُّراَعِيَةٌّعَلَىّبَ يْتِّزَوْجِهَاّوَىِيَّمَسْئُولَةٌّوَالْعَبْدُّراَعٍّعَلَىّعَلَّ
 مَالِّسَيِّدِهِّوَىُوَّمَسْئُولٌّأَلََّفَكُلُّكُمّْراَعٍّوكَُلُّكُمّْمَسْئُولٌّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah 

menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' 

dari Abdullah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan 

dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah 

pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai 

pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas 

rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai 

pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas 

harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. 

Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan 

dimintai pertanggungjawabannya”. (HR. Al-Bukhari).
10

 

Pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Pasal 39 yaitu: “Deputi Bidang 

Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat 

Adiktif mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, 

narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif”.
11

 Memaknai 

pasal diatas, pelaksaan kinerja pegawai BPOM di Provinsi 

Lampung khususnya Kota Bandar Lampung belum optimal 

dilaksanakan. Pasalnya masih ditemukan peredaran obat sirup 

penyebab gagal ginjal akut pada anak di Kota Bandar Lampung 

sehingga perlu pengecekan ulang terhadap kinerja BPOM di 

                                                           
10 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, 2010, 

www.ibnumajjah.com. 
11 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, “Peraturan Badan Pengawas 

Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.” 
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wilayah Kota Bandar Lampung, agar kasus peredaran obat sirup 

penyebab gagal ginjal tidak terjadi lagi karena berdampak buruk 

bagi anak-anak yang khususnya adalah generasi penerus bangsa. 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian  

Peneliti memfokuskan penelitian pada Kinerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan terhadap Implementasi Peraturan 

Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Keja 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

2. Subfokus Penelitian 

Subfokus penelitian ini yaitu pada Pasal 39 Peraturan Nomor 

21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

pokok permasalahan yang di kaji lebih lanjut adalah : 

1. Bagaimana Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 

2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 

Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 

2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 

Obat dan Makanan di Kota  

Bandar Lampung ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 39 

Peraturan Nomor 21  Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata  

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar 

Lampung 

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 

Tentang Organisasi dan Tata  Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan di Kota Bandar Lampung 
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F. Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca, adapun manfaat dalam penelitian ini yang diberikan 

antara lain: 

1. Secara teoritis   

Penelitian ini diharapkan memeberikan referensi dan 

pedoman serta informasi di fakultas syariah, sebagai 

sumbangsih terkait pemikiran positif dalam Implementasi 

Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota 

Bandar Lampung. 

Dapat memberikan dasar kajian bentuk penelitian 

serta lebih mendalam tentang Implementasi Pasal 39 

Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar 

Lampung. 

2. Secara praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

pengetahuan mengenai Kinerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan terhadap peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal 

akut pada anak. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi yang ditulis oleh Tasyahudin, Mahasiswa Program 

Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Thaha Saifuddin 

Jambi pada tahun 2019 dengan judul “Peran Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Terhadap 

Pencegahan Peredaran Obat-Obatan yang Mengandung DNA 

Babi Menurut Perspektif Hukum Islam”. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa BPOM Provinsi Jambi secara 

terus menerus melakukan pengawasan full spectrum mulai 

premarket hingga postmarket.
12

 Premarket sendiri merupakan 

pengawasan preventif BPOM untuk memeriksa setiap produk 

                                                           
12 Tasyahudin, “Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) 

Provinsi Jambi Terhadap Pencegahan Peredaran Obat-Obatan Yang Mengandung 

DNA Babi Menurut Perspektif Hukum Islam,” 2019. 
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obat-obatan sebelum beredar di pasaran. Langkah preventif 

dapat dilakukan dengan cara sertifikasi dan registrasi produk, 

sarana produksi serta pendistribusian produk. Sedangkan 

pengawasan Post Market adalah merupakan pengawasan 

represif oleh Balai Besar POM untuk mengadakan 

pemeriksaan terhadap produk obat-obatan yang beredar 

dimasyarakat.
13

 Penelitian ini menggunakan pandangan 

hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah. 

Persamaan yang akan penulis kaji dengan penelitian tersebut 

adalah sama-sama mengkaji tentang Lembaga BPOM, 

perbedaannya adalah jika kajian terdahulu memfokuskan 

penelitian pada Peran BPOM Jambi terhadap pencegahan 

peredaran obat-obatan yang mengandung DNA babi, 

sedangkan penulis mengkaji tentang Kinerja BPOM dalam 

mengimplementasikan Pasal 39 Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020, perbedaan selanjutnya 

terletak pada lokasi penelitian, kajian terdahulu terletak di 

Provinsi Jambi, sedangkan penulis di Kota Bandar Lampung, 

serta penelitian penulis saat ini menggunakan tinjauan khusus 

yaitu Fiqh Siyasah, sedangkan kajian terdahulu tidak 

menggunakan tinjauan khusus. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Catur Ari Wijayanto, Universitas 

Semarang, yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Obat dan 

Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Mie Basah di Pasar 

Tradisional Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017“. Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2019, hasil penelitian tersebut 

membahas tentang pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Mie Basah di 

Pasar Tradisional Kota Semarang Berdasarkan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 dan 

kendala yang dihadapi serta upaya untuk mengatasinya.
14

 

                                                           
13 Tasyahudin. 
14 Mediana Lutfitasari, “Implementasi Peran BPOM Terkait Perlindungan 

Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin 

Di Pasar Tradisional Kota Semarang.” 
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Persamaan kajian terdahulu dengan yang akan penulis teliti 

ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pengawasan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, pada kajian 

terdahulu onjek penelitiannya adalah peredaran mie basah di 

pasar tradisional Kota Semarang, sedangkan yang akan 

penulis kaji adalah peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal 

pada anak di Kota Bandar Lampung, perbedaan selanjutnya 

adalah kajian terdahulu menggunakan Peraturan Presiden 

Nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM sedangkan penulis 

menggunakan Pasal 39 Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan No. 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, perbedaan 

selanjutnya penulis menggunakan analisis fiqh siyasah 

sedangkan kajian terdahulu tidak. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Emilia Susanti, Mahasiswa Program 

Studi Pemikiran Politik Islam, UIN Raden Intan Lampung 

pada tahun 2020 dengan judul “Evaluasi Kebijakan 

Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat 

Keras di Pasaran”. Hasil penelitian membahas tentang 

Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam 

Mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran dengan 

melakukan pengawasan dan bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi dari kebijakan BPOM.
15

 

Persamaan yang akan penulis kaji dengan penelitian tersebut 

adalah terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar 

Lampung. Sedangkan perbedaannya adalah kajian terdahulu 

memfokuskan penelitian pada Kebijakan Perlindungan 

Konsumen sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada 

Kinerja BPOM terhadap peredaran obat sirup penyebab gagal 

ginjal akut pada anak, penelitian penulis saat ini menggunakan 

tinjauan khusus yaitu Fiqh Siyasah, sedangkan kajian 

terdahulu tidak menggunakan tinjauan khusus. 

                                                           
15 Emilia Susanti, “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam 

Mengatasi Peredaran Obat Keras Di Pasaran,” 2019. 
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4. Skripsi yang ditulis oleh Aisya Rosida, Mahasiswa Program 

Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar Aceh Barat pada 

tahun 2022 dengan judul “Implementasi Kewenangan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Aceh Terhadap Penyebaran 

Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kabupaten Aceh 

Barat”. Hasil penelitian membahas tentang kewenangan 

BPOM terhadap peredaran produk kosmetik di Aceh 

menerapkan 2 sistem pengawasan Sistem pengawasan Obat 

dan Makanan sebelum beredar (Pre-Market) dan Sistem 

pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat 

(Post-Market).
16

 

Persamaan yang akan penulis kaji dengan penelitian tersebut 

adalah terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan 

perbedaannya adalah kajian terdahulu memfokuskan 

penelitian pada Kewenangan BPOM terhadap penyebaran 

kosmetik sedangkan yang akan penulis kaji adalah Kinerja 

BPOM terhadap peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal 

akut pada anak, penelitian penulis saat ini menggunakan 

tinjauan khusus yaitu Fiqh Siyasah, sedangkan kajian 

terdahulu tidak menggunakan tinjauan khusus. 

5. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Novita Sari, Mahasiswa 

Program Studi Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Pengawasan 

Balai Pengawas Obat dan Makanan Serta Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Dan Kosmetika Majelis 

Ulama Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen 

Pada Produk Kosmetik Di Kota Serang”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan 

khususnya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang telah 

melakukan sosialisasi melalui media sosial, terjun langsung ke 

masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 

(KIE) bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dengan memberikan informasi baik terkait pangan, 

                                                           
16 Rosyida Aisa, “Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan 

Makanan Aceh Terhadap Penyebaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di 

Kabupaten Aceh Barat,” 2022. 
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obat, maupun kosmetik, melalui talk show di radio, melalui 

media cetak dan siaran pers pada website Badan Pengawas 

Obat dan Makanan berupa public warning, dan pemeriksaan 

di lapangan melalui produsen atau penjual dengan melakukan 

edukasi terlebih dahulu dan menjelaskan bahwa produk 

kosmetik ilegal dan berbahaya apabila dijual secara bebas 

dapat merugikan konsumen.
17

 

Persamaan yang akan penulis kaji dengan penelitian tersebut 

adalah terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan 

perbedaannya adalah kajian terdahulu memfokuskan 

penelitian pada perlindungan konsumen pada produk 

kosmetika sedangkan yang akan penulis kaji adalah Kinerja 

BPOM terhadap peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal 

akut pada anak, penelitian penulis saat ini menggunakan 

tinjauan khusus yaitu Fiqh Siyasah, sedangkan kajian 

terdahulu tidak menggunakan tinjauan khusus. 

6. Jurnal yang digunakan dalam studi review yakni Jurnal Ilmu 

Hukum yang ditulis oleh Sopye Ariani, mahasiswa 

Universitas Mataram yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku 

Usaha UMK Dalam Menyertakan Label Halal Pada Produk 

Makanan Dan Minuman (Studi Di Kota Mataram)”. Jurnal ini 

menganalisis tentang label halal yang dicantumkan secara 

tidak sah pada produk pangan juga mengenai tanggung jawab 

dan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan hal tersebut.
18

 

Sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti dengan 

kajian tersebut adalah menganalisis tentang Kinerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung dalam 

peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak di 

Kota Bandar Lampung. 

                                                           
17 Novita Sari Anisa, “Implementasi Pengawasan Balai Penggawas Obat 

Dan Makanan Serta Lembagai Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Pada Produk 

Kosmetik Di Kota Serang,” 2018. 
18 Sopye Ariani, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha UMK Dalam 

Menyertakan Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman (Studi Di Kota 

Mataram)” 10 (2021): 6. 
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H.  Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan hal yang tidak kalah penting dalam 

sebuah         penulisan karya ilmiah agar dalam pelaksanaan dari 

hasil penelitian nantinya dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya secara keilmuan. Metode penelitian merupakan 

bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan dan juga tentang tata 

cara penelitian.
19

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research), penelitian lapangan merupakan jenis penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan 

informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. 

Bersifat dekskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang 

menjadi objek gejala atau kelompok tertentu.
20

 

b. Sifat Penelitian 

  Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu 

metode dengan mengumpulkan informasi aktual dan 

cermat dengan cara melukiskan gejala yang ada dan 

mengidentifikasi masalah, metode deskriptif ini digunakan 

untuk menulis secara sistem fakta atau karakteristik 

populasi tertentu.
21

 Sehingga diperoleh kesimpulan sesuai 

dengan hasil yang akan diteliti, yakni berkaitan dengan 

pasal 39 Peraturan Badan  Pengawas Obat dan Makanan 

No. 21  Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata  Kerja 

Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar 

Lampung ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. 

 

 

 

                                                           
19 Darna Nana and Herlina Elin, “Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: 

Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen,” Jurnal Ilmu Manajemen 5, no. 1 (2018): 

288,  
20 M.Sc. Dr.J.R.Raco, M.E., Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, 

Karakteristik Dan Keunggulannya (Jakarta: PT Grasindo, 2010). 
21 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 
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2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri 

oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara 

khusus.
22

 Proses pengumpulan data primer penulis 

dapatkan berdasarkan survei lapangan dengan melakukan 

pengamatan di lokasi penelitian. Lokasi penelitian akan 

dilakukan di BPOM Kota Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh 

pihak lain bukan oleh periset sendiri untuk tujuan yang 

lain. Data sekunder mengandung arti bahwa periset sekedar 

mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut dalam 

bentuk informasi ke pihak lain yang telah 

mengumpulkannya di lapangan.
23 Data sekunder 

didapatkan berdasarkan data dari instansi dan sumber 

terkait, termasuk terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan dalam penelitian sejenis.   

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi adalah keseluruhan elemen dalam penelitian 

meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik 

tertentu.
24

 Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar 

Lampung, Apoteker, dan Masyarakat. 

b. Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap 

mewakili data yang diteliti, sampel yang diambil dengan 

cara tertentu yang juga mewakili karakteristik tertentu, 

jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.
25

 

Dalam pengambilan sampling dengan teknik purposive non 

random sampling yaitu sampel dilakukan dengan cara 

                                                           
22 Istijanto M.M., Riset SDM Cara Praktis Mendeteksi Dimensi2 Kerja 

Karyawan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005). 
23 Istijanto M.M., Aplikasi Praktis Riset Pemasaran (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2009). 
24 Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas, 

“Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian,” Jurnal Pilar 14, no. 1 

(2023): 15–31. 
25 Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif (PT. Kanisius, 2021). 



14 

mengambil subjek bukan di dasarkan starta. Dalam 

penelitian ini informannya adalah Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung, Apoteker, 

dan Masyarakat. Serta paham dalam penelitian penulis dan 

mudah untuk mendapatkan informasi, dengan 

menggunakan teknik purposive non random sampling, 

informan berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang dari 

BPOM, 3 orang apoteker di Bandar Lampung, dan 2 orang 

masyarakat. 

4. Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitian diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Wawancara   

Wawancara adalah proses yang dilakukan oleh interviewer 

dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman 

dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi 

tertentu.
26

 Wawancara dilakukan dengan staff yang telah 

ditunjuk oleh kepala Balai Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Kota Bandar Lampung, dan memfokuskan pada 

kinerja pegawai dalam penanganan kasus obat sirup 

penyebab gagal ginjal pada anak. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, foto, dan undang- undang atau peraturan yang 

berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun 

media online.
27

 Dokumentasi juga berupa foto yang 

dilakukan peneliti pada saat wawancara dilakukan. 

c. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan dengan cara menggunakan 

indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan 

                                                           
26 Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodignostik (Yogyakarta: PT 

Leutika Nouvalitera, 2016). 
27 Enget Enget, “Manajemen Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam 

Rangka Meningkatkan Mutu Pembelajaran Prakarya Siswa,” Media Manajemen 

Pendidikan 3, no. 1 (2020): 76,  
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pertanyaan/kuesioner, maka peneliti mengamati secara 

langsung di lapangan. Objek penelitian ini menggunakan 

observasi partisipasi, dimana peneliti melakukan interaksi 

secara langsung dalam situasi sosial dengan subjek 

penelitian, teknik ini digunakan untuk mengamati dan 

memahami peristiwa yang terjadi di lapangan.
28

 Dalam hal 

ini peneliti mendatangi Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Kota Bandar Lampung untuk melakukan 

penelitian tentang kasus obat sirup penyebab gagal ginjal 

akut pada anak yang menjadi topik pada kajian penulis. 

5. Media Pengolahan Data   

Media pengolahan data menjelaskan prosedur dan analisis data 

sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka 

metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data 

dalam bentuk kalimat teratur, runtut logis, tidak tumpang 

tindih, dan efektif, sehingga pemahaman dan interprestasi data. 

Diantaranya melalui beberapa tahap: 
29

 

 

a. Pemeriksaan Data (Editing)   

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah 

diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan 

tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya 

dengan data yang lain.
30

 

b. Klasifikasi (Classifying) 

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik 

yang berasal dari wawancara dengan subyek penelitian, 

pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau 

observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan 

ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai 

kebutuhan.
31

 Hal ini dilakukan agar data yang tealah 

                                                           
28 Norani Asnawi Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan, “Pelaksaan 

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan 

Air Minum Terkait Pemenuhan Air Bersih Di Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar 

Selatan Kabupaten Manggarai Timur” 1, no. 2 (2023): 34–51. 
29 Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan. 
30 Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan. 
31 Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan. 
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diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta 

memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh 

peneliti.  

c. Verifikasi (Verifying)   

Verifikasi adalah sebuah konfirmasi ulang untuk 

memastikan kesesuaian metode analisa.
32

 

d. Kesimpulan (Concluding)   

Kesimpulan adalah langkah terakhir yang ditempuh untuk 

proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya 

dapat menjadi sebuah data terkait dengan objek 

penelitian.
33

 

6. Analisis Data   

Analisis data dilakukan untuk metode penelitian kualitatif, 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku 

yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif dalam 

pembahasan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis 

dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk 

angka-angka. Deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis 

yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan 

karakteristik variabel – variabel yang menjadi focus peneliti.
34

 

I.  Sistematika Penelitian 

 Pembahasan dalam penelitian ini memiliki Pokok 

Permasalahan, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi 

(lima) bab dari judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap 

Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar 

Lampung)” ini meliputi: 

 Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang: Penegasan Judul, 

Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, 

                                                           
32 Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan. 
33 Efariska Lindang, Yohanes G. Tuba Helan. 
34 Mediana Lutfitasari, “Implementasi Peran BPOM Terkait Perlindungan 

Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin 

Di Pasar Tradisional Kota Semarang.” 
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Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian 

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika 

Pembahasan. 

 Bab II Landasan Teori, menjelaskan tentang: landasan 

terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam 

mendukung bidang studi penelitian ini. 

 Bab III Deksripsi Objek Penelitian, menjelaskan tentang: 

gambaran umum deskripsi penelitian. 

 Bab IV Analisis Penelitian, menjelaskan tentang: pembahasan 

dari beberapa hasil pengumpulan data dan analisa peneliti 

mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian. 

 Bab V Penitup, menguraikan kesimpulan bab-bab sebelumnya 

serta memberikan masukan atau saran mengenai pembahasan 

dalam judul ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan dan tinjauan hukum Islam 

serta hasil penelitian tentang Analisis Fiqh Siyasah Terhadap 

Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(Studi Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar 

Lampung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Pasal 39 Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makanan di Kota Bandar Lampug sudah terlaksana, karena 

BPOM sudah melaksanakan pengawasan terhadap peredaran 

obat sirup penyebab gagal ginjal akut pada anak mencangkup 

pengawasan produksi, distribusi dan konsumsi. Pengawasan 

post market merupakan pengawasan terhadap obat yang telah 

beredar di kalangan masyarakat. Secara praktik, pengawasan 

yang dilakukan oleh BPOM kurang maksimal, sehingga masih 

banyak kekurangan baik pada tahap pre market maupun post 

market. Faktor yang menjadi alasan belum maksimalnya 

pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah kurangnya 

sumber daya manusia, fasilitas dan transportasi hal tersebut 

dimanfatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 

sehingga terdapat peredaran obat yang berbahaya bagi 

kesehatan yang beredar di kalangan masyarakat. 

2. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 39 

Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan di BPOM Kota 

Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan 

siyasah tanfidziyah. Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 

merupakan kajian fiqh siyasah dengan ruang lingkup siyasah 

tanfidziyah yaitu merupakan bentuk kebijakan yang dibuat 

oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat dalam rangka pemberian 

kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau 

sebagaimana yang ada di dalam Peraturan Nomor 21 Tahun 
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2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 

Obat dan Makanan di BPOM Kota Bandar Lampung sudah 

melaksanakan Pasal 39 yang mana Deputi Bidang 

Pengawasan BPOM Kota Bandar Lampung sudah 

menjalankan perannya dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dalam pengawasan obat dan makanan 

bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep siyasah 

tanfidziyah sebagai politik pelaksana perundang-undangan 

dari kebijakan pemerintah yaitu Pasal 39 Peraturan Nomor 21 

Tahun 2020  Terhadap Peran BPOM Dalam Pengawasan Obat 

dan Makanan Bagi Masyarakat. 

 

B. Rekomendasi 

  Rekomendasi yang dapat diberikan penulis terkait 

dengan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 39 

Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Pada Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung) adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada pihak BPOM untuk melengkapi Sumber Daya 

Manusia agar dapat memperketat pengawasan dan 

peringatan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha 

tidak bisa menjual atau memasarkan obat yang berbahaya 

bagi kesehatan secara bebas. Dan penulis 

merekomendasikan kepada pihak BPOM untuk 

memberikan informasi dan edukasi secara langsung 

kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat 

dapat memilih obat secara selektif dan sadar akan efek 

samping dari obat yang mengandung bahan berbahaya. 

2. Kepada pihak pelaku usaha diharapkan tidak hanya 

memikirkan keuntungan dalam menjual obat, tetapi harus 

memperhatikan tata cara dan komposisi yang baik untuk 

obat dan tidak menukar bahan baku obat. Sehingga pelaku 

usaha tidak merugikan konsumen.   

3. Untuk masyarakat diharapkan mempunyai pengetahuan 

seputar obat yang aman di konsumsi bagi anak sehingga 

lebih selektif dalam memilih produk obat dan diharapkan 
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masyarakat tidak mudah panik ketika terjadi berita yang 

belum tentu kebenerannya, dan diharapakan seluruh 

masyarakat Indonesia dapat menerapkan CEKLIK yaitu 

Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan 

Kedaluwarsa. 
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